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|zin usaha pengangkatan BMKT oleh pihak asing di Indonesia mengalami kontradiksi pengaturan antara UU
Cagar Budaya yang melarang pihak asing untuk ambil bagian dalam kegiatan usaha bawah air dan UU
Penetapan Perpu Cipta K erja yang mengijinkan usaha pengangkatan BMKT dengan melibatkan pihak asing.
Tesisini menentukan apakah izin usaha pengangkatan BMKT yang dilakukan pihak asing sah menurut
peraturan perundang-undangan di Indonesia dan memberikan rekomendasi pengaturan tentang izin usaha
pengangkatan BMKT oleh pihak asing bagi Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan Negara Australia dan Cina. Hasl|
penelitian menunjukkan; Pertama, izin usaha pengangkatan BMKT oleh pihak asing tidak sah menurut
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini karena ada pembatasan terhadap kepemilikan dan
pengelolaan pihak asing oleh UU Cagar Budaya yang merupakan pengaturan secara khusus terhadap cagar
budaya baik didarat maupun diair, sedangkan UU Penetapan Perpu Cipta Kerja merupakan pengaturan yang
umum. Selain itu, UU Penetapan Perpu Cipta Kerjatidak mengubah dan mencabut UU Cagar Budaya dan
lebih spesifiknya pengaturan UU Cagar Budaya terhadap BMKT di Indonesia. Kedua, terdapat 2 (dua)
rekomendasi pengaturan BMKT di Indonesia yakni mengubah aturan pembatasan kepemilikan pada UU
Cagar Budaya dan menyusun UU BMKT di Indonesia yang mencakup : membuat ketentuan durasi
permohonan izin ke instansi yang bertanggungjawab untuk kegiatan pengangkatan BMKT, menentukan
kekuasaan pemerintah pada BMKT di wilayah laut, mengurangi instansi pemerintah yang ikut ambil bagian
dalam pengangkatan BMKT, membatasi izin usaha pengangkatan BMKT bagi pihak asing di indonesia
selama 2 (dua) tahun.

...... The BMKT removal business license by foreign parties in Indonesia experiences regul atory
contradictions between the Cultural Heritage Law which prohibits foreign parties from taking part in
underwater business activities and the Job Creation Law which alows BMKT removal business by
involving foreign parties. This thesis determines whether BMKT removal business licenses conducted by
foreign parties are valid according to Indonesian laws and regul ations and provides recommendations for
regulating BMKT removal business licenses by foreign parties for Indonesia. This research isanormative
legal research with alegislative approach and a comparison of Australia and China. The results of the study
show; First, the BMKT removal business license by foreign partiesis not valid according to Indonesian laws
and regulations. Thisis because there are restrictions on foreign ownership and management by the Cultural
Heritage Law which is a specific regulation of cultural heritage both on land and in water, while the Job
Creation Law isageneral regulation. In addition, the Job Creation Perpu Stipulation Law does not amend
and revoke the Cultural Heritage Law and more specifically the Cultural Heritage Law's regulation of
BMKT in Indonesia. Second, there are 2 (two) recommendations for regulating BMKT in Indonesia, namely
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changing the ownership restriction rules in the Cultural Heritage Law and draftingaBMKT Law in
Indonesiawhich includes: make provisions for the duration of permit applications to the agency responsible
for BMKT removal activities, determine the government's authority over BMKT in the sea area, reduce
government agencies that take part in BMKT removal, limit BMKT removal business licenses for foreign
partiesin Indonesiafor 2 (two) years.



